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RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti dampak petani akibat maraknya praktik pengoplosan beras belakangan ini. Pasalnya,
margin harga yang diambil dari konsumen tidak dinikmati petani. Harga gabah tetap ditekan di kisaran Rp 6.500 per kilogram, sementara
harga beras di pasar terus naik.

la juga menilai kebijakan penahanan distribusi beras Bulog dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak seimbang dengan harga
gabah justru menguntungkan mafia pangan.

Menurut Rokhmin, selisih harga yang dibayar konsumen tidak dinikmati petani karena harga gabah tetap ditekan di kisaran Rp 6.500 per
kilogram, sementara harga beras di pasar terus naik.

"Saya mempertanyakan klaim pemerintah bahwa stok beras Bulog saat ini tertinggi dalam 57 tahun terakhir, padahal harga pasar tak kunjung
turun," kata Rokhmin dikutip dalam wawancara dengan TVR Parlemen, Kamis (7/8/2025).

la mengungkapkan, sebagian besar stok tersebut berasal dari sisa impor pemerintahan sebelumnya sekitar 1,5 juta ton. Rokhmin mendesak
pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada publik. “Jujur itu sumber kebaikan. Kalau tidak jujur, itu jalan
menuju kehancuran,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan pihak yang memerintahkan Bulog menahan distribusi beras meski kapasitas gudang penuh
dan sebagian stok mulai rusak. la menyebut ada indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian.

“Kami sudah sidak ke gudang di Jogja, Semarang, dan Karawang. Banyak beras mulai membusuk. Harusnya segera dilepas ke pasaran
karena ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari bank Himbara,” tutup Rokhmin.

sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/2911588/dpr-beras-oplosan-rugikan-petani-untungkan-mafia#goog_rewarded



JENIS
Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Jurnal

Undang-undang &
Peraturan

Undang-undang &
Peraturan

Undang-undang &
Peraturan

Undang-undang &
Peraturan

KETERANGAN

Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan
Hukum dan Revisi Kebijakan

Badan Pangan Nasional Kasih Paham Tentang
Standar Mutu Beras dan Bentuk Oplosan Beras
yang Dilarang

Beras Oplosan Beredar, Komisi VI DPR: Ini
Pelanggaran Perlindungan Konsumen

Kasus Beras Oplosan Harus Jadi Momentum
Benahi Tata Kelola

Pemerintah Minta Pelaku Usaha Beras Taati
Aturan Label dan Kelas Mutu

Pernyataan Mentan Soal Beras Oplosan Penuhi
Bukti Permulaan, APH Harus Bertindak!

Perlindungan Konsumen Terhadap Beras

URL

https://old.dpr.go.id/berita/d
\netail/id/58311/t/Atasi+Beras+O
\nplosan+Harus+Lewat+Penegakan+H
\nukum+dan+Revisi+Kebijakan

https://badanpangan.go.id/blog
\n/post/badan-pangan-nasional-ka
\nsih-paham-tentang-standar-mutu
\n-beras-dan-bentuk-oplosan-bera
\ns-yang-dilarang
https://lwww.fraksipkb.com/2025
\n/07/15/beras-oplosan-beredar-k
\nomisi-vi-dpr-ini-pelanggaran-p
\nerlindungan-konsumen/
https://old.dpr.go.id/berita/d
\netail/id/58319/t/Kasus+Beras+O
\nplosan+Harus+Jadi+Momentum+Ben
\nahi+Tata+Kelola

https://lwww.agrofarm.co.id/202
\n5/07/pemerintah-minta-pelaku-u
\nsaha-beras-taati-aturan-label-
\ndan-kelas-mutu/

https://femedia.dpr.go.id/2025/
\n07/21/pernyataan-mentan-soal-b
\neras-oplosan-penuhi-bukti-perm
\nulaan-aph-harus-bertindak-2/

chrome-extension://efaidnbmnnn

Oplosan yang Merugikan (Kajian Normatif Pasal 4 \nibpcajpcglclefindmkaj/https://

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen)

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah
Cadangan Beras Pemerintah Daerah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023
tentang Harga Eceran Tertinggi Beras

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN LABEL
BERAS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN
NASIONAL

\nrepository.ub.ac.id/id/eprint/
\n111443/2/Skripsi_August_Triand
\nitya.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/De
\ntails/314169/peraturan-bapanas
\n-no-3-tahun-2025

https://peraturan.bpk.go.id/De
\ntails/306586/peraturan-bapanas
\n-no-5-tahun-2024

chrome-extension://efaidnbmnnn
\nibpcajpcglclefindmkaj/https://
\nbadanpangan.go.id/storage/app/
\nmedia/2023/Regulasi%202023/per
\nbadan%20n0%202%202023.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnn
\nibpcajpcglclefindmkaj/https://
\nbphn.go.id/data/documents/16pr
\n048a.PDF



http://www.tcpdf.org

